KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021

TENTANG

PEMBARUAN PEDOMAN PENETAPAN ROLE MODEL DAN

PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DAN SATUAN KERJA YANG BERADA DI BAWAHNYA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu
ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dan satuan kerja yang berada di bawahnya;

bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong
perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan
adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi
contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan
individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan
Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dan satuan kerja yang berada di bawahnya;

bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/
2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018  tentang Pedoman
Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding Tanggal 18 April 2019 dinilai perlu untuk
disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan / aturan yang

lebih tinggi yang mengatur hal tersebut ;



Mengingat

-2

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role
Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

Satuan Kerja yang berada di bawahnya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN.......



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

o -

MEMUTUSKAN:

PEMBARUAN PEDOMAN PENETAPAN ROLE MODEL DAN
PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DAN SATUAN KERJA YANG BERADA DI BAWAHNYA

Menetapkan Pedoman Penctapan Role Model dan Pemilihan
Agen Perubahan di Lingkungan Dircktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di
bawahnya, sebagaimana terlampir pada lampiran

Keputusan ini.

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat
Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang
Pedoman Pemilihan Agen perubahan scbagai Role Model
pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat

Banding dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan,
dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9Juni 2021




-4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM

NOMOR 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021
TENTANG PEMBARUAN PEDOMAN
PENETAPAN ROLE MODEL DAN PEMILIHAN
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM DAN SATUAN KERJA
YANG BERADA DI BAWAHNYA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar
dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu
melayani publik secara akuntabel, serta kode etik perilaku pegawai
dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan
Kerja dibawahnya. '

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada 8 area
penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan
secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting
perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture
set (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di
bawahnya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan
kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota
organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin
dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota
organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara
profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan
sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target

kinerja organisasi yang telah ditetapkan.



Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan
budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dan Satuan Kerja di bawahnya adalah adanya individu yang menjadi
unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi
contoh dalam berperilaku (Role Model) bagi seluruh individu anggota
organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan adanya individu-
individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai
dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada
lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.
Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan.

Individu yang ditunjuk sebagai Role Model dan agen perubahan
bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan
keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan
pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan penetapan Role Model dan pemilihan agen
perubahan di lingkungan satuan kerja Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya diperlukan suatu

panduan / pedoman tersebut.

. Maksud, Tujuan, Sasaran serta Asas Pemilihan Role Model dan Agen
Perubahan
1. Maksud dan Tujuan
Penyusunan pedoman penetapan Role Model dan pemilihan Agen
Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan Kerja yang
berada dibawahnya dalam pelaksanaan penetapan Role Model dan
pemilihan Agen Perubahan. Sedangkan tujuan disusunnya panduan
ini adalah untuk:
a. Memudahkan satuan kerja dalam memahami pelaksanaan
penetapan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungannya;
b. Memberi panduan kepada satuan kerja dalam merencanakan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Role Model

dan Agen Perubahan;



2. Sasaran

Sasaran disusunnya panduan pelaksanaan penetapan Role Model

dan pemilihan Agen Perubahan bagi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya adalah:

a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam
penyelenggaraan pelaksanaan penetapan Role Model dan
pemilihan Agen Perubahan;

b. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pelaksanaan
penetapan Role Model dan pemilihan Agen Perubahan dengan
unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi;

c. Terwujudnya perubahan pola pikir / mind set dan budaya kerja /

culture set.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penetapan Role Model dan pemilihan Agen

Perubahan mencakup pengaturan tentang :

1. Penetapan Role Model

2. Pelaksanaan pemilihan Agen perubahan;

3. Peran tugas, mekanisme dan rencana aksi dari Role Model /
Agen Perubahan;

4. Pembinaan dan pengembangan terhadap Role Model / Agen
Perubahan yang ditetapkan;

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas Agen
Perubahan.

Pedoman pelaksanaan rencana perubahan ini berlaku dan wajib

dipedomani oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum serta seluruh satuan kerja yang berada di bawahnya.

D. Pengertian/Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
selanjutnya disingkat (PMPRB) adalah model penilaian mandiri
yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan
sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang

menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.



10.

11.
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Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata
laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan
kualitas pelayanan publik.

Satuan kerja adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Individu adalah pimpinan dan/atau pegawai pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja yang berada
dibawahnya.

Role Model adalah Individu terpilih yang menjadi panutan dalam
berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi.
Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi
pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan
panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan
kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

Perubahan Pola Pikir adalah perubahan seperangkat asumsi,
metode atau gagasan yang dipegang oleh satu atau sekelompok
orang

Perubahan Budaya Kerja adalah perubahan cara kerja yang
berdasarkan suatu system nilai yang dipegang setiap pegawai dan
staf dalam organisasi.

Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) adalah tim yang
dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai
tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal

Instansi Pemerintah.
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BAB II
PELAKSANAAN PENETAPAN ROLE MODEL

A. Penetapan Role Model

Role Model di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan

Kerja yang berada dibawahnya pada dasarnya adalah status yang

melekat pada semua unsur pimpinan, yaitu:

Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum :

1.
2.
3.
4.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Eselon I)
Sekretaris dan Direktur (eselon II)

Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat (Eselon III)
Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon 1V)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri :

NOo ok b=

Ketua Pengadilan
Wakil Ketua Pengadilan
Panitera

Sekretaris

Panitera Muda

Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian

Role Model ditetapkan langsung oleh Tim Reformasi Birokrasi Internal

(RBI) pada satuan kerja masing-masing maksimal 2 (Dua) orang.

B. Syarat Menjadi Role Model

1.

Role Model di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

Satuan Kerja yang berada dibawahnya, yaitu unsur pimpinan

pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan

Kerja yang berada dibawahnya.

Kriteria Role Model

Kriteria bagi pimpinan untuk dapat ditetapkan menjadi Role Model

adalah:

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

c. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten
terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.

d. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan

organisasinya



e.
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Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi
dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

3. Role Model mempunyai karakteristik sebagai pemimpin yaitu :

a.

Memiliki Pendirian Teguh

Sebagai pemimpin harus memiliki karakter pemimpin yang
teguh akan pendirian, dan tidak mudah terpengaruh oleh
perkataan orang lain. Pemimpin yang memiliki pendirian yang
teguh akan menjadi pemimpin yang berjalan sesuai dengan
visi dan tujuannya, tanpa terpengaruh oleh setiap orang yang
disekitarnya.

Sebagai pemimpin harus memiliki komitmen terhadap
keputusan dan tindakan yang dilakukan, jika karakter
tersebut diterapkan, maka bawahan akan memiliki tanggung
jawab yang penuh atas setiap pekerjaan yang diberikan.

Jujur

Memiliki karakter pemimpin yang jujur sangat penting dalam
kepemimpinan. Karakter pemimpin yang baik harus selalu
jujur kepada bawahannya atas setiap resiko yang dialami
pemimpin, baik itu mengenai kerugian ataupun keuntungan
yang dia alami oleh pemimpin tersebut.

Sebagai pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka
dalam setiap kondisi yang dialami, dengan sikap seperti itu
akan mempererat relasi dengan bawahan, dan dengan begitu
dapat mendapatkan setiap pendapat yang mungkin saja
dapat membantu keluar dari situasi yang dialami.

Adil

Sebagai pemimpin, sikap adil sangatlah dibutuhkan dalam
kepemimpinan. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap
bawahan merasa akan keadilan yang dimiliki terhadap
mereka. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antar
bawahan yang dapat menyebabkan ketidak lancaran
organisasi yang sedang dijalani.

Pemimpin yang adil akan mengerti dan tahu terhadap
pekerjaan apa saja yang pantas kepada bawahannya sesuai
dengan batas kemampuan yang dimiliki masing-masing

bawahan tersebut. Dengan karakter pemimpin yang bersikap






